





Liberalisasi perdagangan di wilayah ASEAN salah satunya terwujud dengan 
adanya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). Liberalisasi perdagangan ASEAN juga menunjuk pada perdagangan jasa 
yang salah satunya merujuk pada Tenaga Kerja Asing (TKA).  
Negara-negara anggota ASEAN sampai saat ini telah membuat kesepakatan 
bersama atau ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) hanya bagi 8 
bidang profesi yang terpilih untuk dapat menikmati arus perdagangan bebas di 
wilayah ASEAN. 8 profesi tersebut yakni insinyur, perawat, arsitek, tenaga 
survey, akuntan, tenaga pariwisata, dokter, dan dokter gigi. Dipilihnya hanya 8 
bidang profesi tersebut memiliki pertimbangan dan alasan masing-masing, namun 
mayoritas didorong oleh kesamaan, kebutuhan, kemampuan, dan tujuan bersama 
dari negara-negara anggota ASEAN. 
Persoalan selanjutnya adalah terkait status hukum tenaga kerja asing di 
wilayah Indonesia selain 8 bidang profesi yang disepakati dalam ASEAN MRA. 
Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur lebih lanjut terkait 8 
profesi yang disepakati dalam ASEAN MRA untuk dapat menikmati pasar bebas 
ASEAN. Tenaga kerja asing di wilayah Indonesia tetap memiliki status hukum 
yang sah dan legalitas yang kuat asalkan memenuhi ketentuan dan prosedur 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing. 
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